BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2019 KEMENKES. Dana Alokasi Khusus Fisik. Petunjuk
Operasional.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu
pelayanan  kesehatan, Pemerintah  Pusat  perlu
mengalokasikan dana alokasi khusus bidang kesehatan
untuk  membantu  pemerintah  daerah  provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyediaan
sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 141
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019,
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Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang
Perubahan tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 271);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang
selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah gubernur daerah provinsi atau
bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk
daerah kota.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/barang.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri
yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau
tugas teknis di bidang kesehatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
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(1)

(2)

(3)

(4)

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya
disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

DAK Fisik Bidang Kesehatan meliputi:

a. DAK Fisik reguler bidang kesehatan;

b. DAK Fisik penugasan bidang kesehatan; dan

c. DAK Fisik afirmasi bidang kesehatan.

DAK Fisik reguler bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. subbidang pelayanan kesehatan dasar;

b. subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan

c. subbidang pelayanan kefarmasian.

DAK Fisik penugasan bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. subbidang rumah sakit rujukan
nasional/provinsi/regional dan rumah sakit di
daerah prioritas pariwisata;

b. subbidang balai pelatihan kesehatan;

c. subbidang pengendalian penyakit; dan

d. subbidang penurunan prevalensi stunting.

DAK Fisik afirmasi bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ meliputi :

a. subbidang puskesmas; dan

b. subbidang rumah sakit pratama.
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Pasal 3

(1) DAK Fisik Reguler Subbidang pelayanan dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
diarahkan untuk kegiatan:

a. pembangunan, renovasi, dan/atau rehabilitasi
puskesmas;

b. pembangunan, renovasi dan/atau rehabilitasi
labotorium kesehatan daerah;

c. penyediaan alat kesehatan di puskesmas;

d. penyediaan prasarana puskesmas; dan

e. penyediaan alat, mesin dan bahan serta sistem
informasi kesehatan untuk pengendalian penyakit,
kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

(2) DAK Fisik Reguler Subbidang pelayanan kesehatan
rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b diarahkan untuk kegiatan:

a. pembangunan dan/atau peningkatan gedung sarana
rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota;

b. rehabilitasi dan/atau renovasi gedung sarana rumah
sakit daerah provinsi/kabupaten/kota;

c. penyediaan alat kesehatan di rumah sakit; dan

d. penyediaan prasarana rumah sakit.

(3) DAK Fisik Reguler Subbidang pelayanan kefarmasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c,
diarahkan untuk:

a. penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di
tingkat daerah kabupaten/kota;

b. pembangunan baru, rehabilitasi, dan/atau
penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi
kabupaten/kota; dan

c. pembangunan baru, rehabilitasi, dan/atau
penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi

provinsi.
Pasal 4

DAK Fisik penugasan bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diarahkan untuk kegiatan:
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